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Lingkungan Hidup yang Lestari untuk 
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 

Menuju Indonesia Emas 2045

1.Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal
2.Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
3.Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor
4.Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak

SESTAMA
Konsolidasi Internal 

dan 
Penyelenggaraan 

Birokrasi yang 
Efisien dalam 

Mendukung Upaya 
Perlindungan dan 

Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

melalui penceapaian 
IKU secara 
sistematis

TL SDAB
Pengarusutamaan 
RPPLH dan D3TLH 

sebagai dasar 
kebijakan 

Pembangunan dan 
pemanfaatan 

sumber daya alam 
yang berkelanjutan 

serta pemulihan 
ekosistem gambut 
dan perairan darat

PPKL

Perwujudan air, 
lahan, udara, 

kehati, dan laut 
yang sehat untuk 
semua, serta nilai 

ekonomi dari 
pengolahan dan 

pemanfaatan 
kembali air limbah.

PSLB3
Peningkatan Nilai 

Tambah dari 
Pengelolaan 

Sampah, Limbah, 
dan B3 melalui 

Perwujudan 
Ekonomi Sirkuler

PPI TK NEK
Peningkatan 
Ketahanan 
Masyarakat 

terhadap 
Perubahan Iklim 

serta 
Peningkatan 
Pendapatan 

Negara dari Tata 
Kelola Nilai 

Ekonomi Karbon

GAKKUM LH

Peningkatan 
ketaatan hukum 
pelaku ekonomi 
dan masyarakat 
dalam menjaga 

lingkungan 
hidup

ITTAMA
Jaminan perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akuntabel dan berbasis manajemen 

risiko

Sasaran Strategis 
KLH/BPLH

Program Strategis 
UKE I dengan 
Ittama sebagai 
pondasinya

RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN BIDANG 
LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEMENTERIAN LH/BPLH

Tujuan Strategis
KLH/BPLH
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LANDSCAPE EKOREGION

Enviromental Economics: Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) i.e NSDA-LA/PDRB, 
Kompensasi IJL/Pembayaran JLH, Sustainable Finance (HITS)

Inventarisasi Lingkungan Hidup � Ekoregion � Daya Dukung dan Daya Tampung LH serta Cadangan SDA

SDG’s, Enhanced NDC, LTS-LCCR dan Rencana Strategis Sektor Lainnya

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 
RTRW P/K,RPJMD

Persetujuan Lingkungan 
AMDAL, UKL-UPL, PB, 

SLO

KEBERLANJUTAN ( LANDSCAPE SUSTAINABILITY )
• Proses, fungsi dan produktivitas LH (Kualitas LH yang baik & Sehat): Udara, Lahan, Air, Laut dan 

Biodiversity;
• Keselamatan, Mutu Hidup & Kesejahtaraan masyarakat

Perizinan Berusaha

Audit Lingkungan Hidup dan Analisa Resiko

SI Lingkungan Hidup

Sistem Informasi RPPLH

Sistem Informasi Tata Kelola 
PDLKWS Terintegrasi 
(SIERRA)

Monitoring Kerusakan Lingkungan
Non Point Source

Sistem Informasi Amdal Net

E. 
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N 
G

E. 
A 
S 
S 
E 
S 
S 
M 
E 
N 
T

Baku Mutu (Air, Udara, Laut, Kerusakan akibat
Biomassa)

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Enterprise Architecture (EA) KLH/BPLH

Baku Mutu (Air, Udara, Laut, Kerusakan akibat
Biomassa)

• SI Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan

• SI Pengelolaan Sampah, Limban dan 
B3

• SI Pengendalian Perubahan Iklim dan 
Tata Kelola NEK

• SI Penegakan Lingkungan Hidup

• SI Sekretariat Kementerian
• SI Inspektorat Kementerian 6



LANGKAH PENGUATAN

1. Analisa Eksisting 
SI Aplikasi 
Khusus & SI 
Aplikasi Umum

2. Perancangan 
DSS

3. Pemilihan 
Software, 
Hardware, 
dan Platform

4. Desain 
Kerangka DSS 
Kemen LH/BPLH

Pengembangan 
Decision Support 

System
C

1. k o n s o l i d a s i  i n t e r n a l 
terkait pelaksanaan 
tugas dan fungsi,

2. kolaborasi dan 
koordinasi dengan 
kementerian/ 

lembaga lain, 
pemerintah 

daerah dan aparat 
penegak hukum,

3. Penguatan 
Pelaksanaan tusi LH 
di Tingkat 
Pemerintah Daerah

4. Penguatan Peran 
Serta Masyarakat 
dalam pengawasan 
Lingkungan Hidup

Penguatan 
Kelembagaa
n

B

1. Mendorong 
International 
Support

2. Mendorong 
Dukungan Aktif 
Kementerian/ 
Lembaga dan 
Pemerintah 
Daerah

3. Ekonomi Positif 
dalam Dunia 
Usaha

4. Peran Aktif 
Masyarakat 
dan Kelompok 
Masyarakat 

Dukungan 
Pendanaan

E

1. Reviu Semua 
Instrumen Lingkungan 
Hidup sesuaikan 
dengan konteks dan 
substansi update.

2. Dorong 
Kementerian/Lembag
a memperkuat 
Instrumen 
Lingkungannya.

3. Dorong Pemerintah 
Daerah memperkuat 
Instrumen 
Lingkungannya.

4. Tingkatkan Instrumen 
Partisipasi masyarakat 
dan ketaatan dunia 
usaha.

Penguatan 
Instrumen

A Human Capital 
Development PlanD

1. Pengembangan 
Kompetensi 
Aparatur/Non 
Aparatur Kemen 
LH/BPLH sesuai 
dengan RENSTRA 
Kemen LH/BPLH

2. Menjadikan 
pegawai sebagai 
Asset (Talent) 
sebagaimana 
konsep 
Manajemen 
Talenta

3. Membangun 
learning Culture
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TERIMA KASIH
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